
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANBAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito 
Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati 
Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Sipil DiLingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Utara; 

b. bahwa berdasarkan beban kerja dan orientasi layanan 
pengadaan yang dimiliki oleh Kepala Unit Layanan 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabu paten 
Barito Utara, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Unit 
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten 
Barito Utara, Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan 
Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Barito Utara, perlu 
diberikan tambahan penghasilan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 
pada huruf a danhuruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan · 
Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara; 

1. Undang-Undang Nomor27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah 
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
2014Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5494); 

6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomorl65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik 
IndonesiaTahun 2011 Nomor310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang 
manjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor6). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 
2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 
2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 2 

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
diberikan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi. 

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk sebagai 
Kepala Unit Layanan Pengadaan, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan, 
Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dan anggota Sekretariat 
Unit Layanan Pengadaan, maka tambahan penghasilan yang diterima adalah 
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada Unit 
Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

2. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara. 

Diundangkan di MuaraTeweh 
pada tanggal 4 Januari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

A' -----JAINAL ABIDIN 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 4 Januari 201 7 

J,BUPATI BARITO UTARA, 

%!:~YAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAKII' FAUZI 
NIP. 19710921 199803 1 004 

. BAG. PELAYANAN PENGADA 1.1 ! 
SETDA 
ASISTEN PEREKONOMIAN 
DAN PEIISANGUNAN 

KABAG 
KASUBBAG 

PELAKSANA 
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LAIU'IRAll I : 
PERATURAlf BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR JI 1 T AHU1' 2017 
TE1'TA1'G PERUBAHAll ATAS PERATURAN BUPATI 
BARITO UTARA ll'OMOR 8 TAHUl'f 2016 TEIITAll'G 
PEIIBERIAR TAMBAHA11 PE1'GHASILA1' BAGI PEGAWAI 
11EGERI SIPIL DILINGKUIIGAR PEIIERINTAH KABUPATEN 
BARITO OTAR.A 

BESAR.Alf TAMBAHAll' PEN'GHASILAJf DAN' PERHITUNGAR SA1'KSI BERTA PEMOTONGAR TAIIBAHAR PEIIGRASILAl'I PEGAWAI llEGERI SIPIL DAERAH DI Llll'GKUllGAlf 
PEJIERlll'TAH KABUPATltlf BARITO UTARA BERDASARKAR BEBAR KERJA DA!I' KELANGKAAN PROFESI 

MMGIKUTI 
TmAKJIASUK P1'SYG CUTI: TAHUNAN, TmAKAPBL APBL PAGI DAN TmAKMASUK 

PAGI DAR SORE SORETETAPI KERJA TANPA KERJA TANPA CUTIDILUAR MELAKBAll'AKAlf BESAR, SAKIT, TAIIBAHAll 
TANPA TIDAK lllASUK KETERAlfGAR KETERAIIGA!I' TARGGUIIGAN PERJALANAN BERSALIN, 

110 KOMP011EN PEllGHASILAN / 
KETERAIIGAN KERJA TANPA PERORAIIG LEBIH DARI 10 IIEGARA PADA Dlll'AS, DIKLA.T ALASAR PEl'fTING BULA1' 

PER ORAIIG PER KETERAlfGAR PERHARI HARIPADA BULANYBS TETAP TETAP (IIB1'JADI) 
APEL DIPOTOllO PER ORAIIO PER DIPOTO!fO BULAIIYBS DIPOTO!fG (100 DmERIKAJI DmER.IKA1' 

(1 %) HARi DIPOTOllG (4 %) DIPOTOllG % ) TAIIBAHAR' TAIIBAHAl'I 
f2 %) (100 % ) PENGHASILAll' PE!fOHASILAll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A TAMBAHAlf 

PMGHASILAR 
I BERDASARKA!f 

BEDAR KERJA 

I PEJABAT 
STRUKTURAL 

1 Eselon II a Rp 7.500.000 Rp 75.000 Rp 150.000 Rp 300.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7 .500.000 

2 Eselon II b Rp 3.500.000 Rp 35.000 Rp 70.000 Rp 140.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 
3 Eselon III a Rp 2.250.000 Rp 22.500 Rp 45.000 Rp 90.000 Rp 2.250.000 Rp 2.250.000 Rp 2.250.000 Rp 2.250.000 
4 Eselon III b Rp 2.000.000 Rp 20.000 Rp 40.000 Rp 80.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2 .000.000 
5 Eselon IV a Rp 1.400.000 Rp 14.000 Rp 28.000 Rp 56.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 
6 Eselon IV b Rp 1.300.000 Rp 13.000 Rp 26.000 Rp 52.000 Rp 1.300.000 Rp 1.300.000 Rp 1.300.000 Rp 1.300.000 
7 Eselon V Rp 1.150.000 Rp 11.500 Rp 23.000 Rp 46.000 Rp 1.150.000 Rp 1.150.000 Rp 1.150.000 Rp 1.150.000 



PEJABAT 
n FUl'fOSIONAL 

TERTENTU 

1. 
Pejabat Fungsional 
Tertentu Golongan IV Rp 1.150.000 Rp 11.500 Rp 23.000 Rp 46.000 Rp 1.150.000 Rp 1.150.000 Rp 1.150 .000 Rp 1.150.000 

2. Pejabat Fungsional 
Rp 950.000 Rp 9.500 Rp 19.000 Rp 38.000 Rp 950.000 Rp 950.000 Rp 950.000 Rp 9 50 .000 Tertentu Golongan III 

3. Pejabat Fungsional 
Rp 800.000 Rp 8.000 Rp 16.000 Rp 32.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Tertentu Golon11:an II 

Pejabat Fungsional 
Tertentu Golongan 

4. IV yang ditunjuk 
Rp 1.400.000 Rp sebagai Kepala 14.000 Rp 28.000 Rp 56.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 

Ruangan/ Kepala 
Instalasi pada RSUD 
Pejabat Fungsional 
Tertentu Golongan 

5. III yang ditunjuk Rp 1.200.0000 12.000 Rp 1.200.000 sebagai Kepala Rp Rp 24.000 Rp 48.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 
Ruangan/ Kepala 
Instalasi pada RSUD 

Pejabat Fungsional 

i 6 . 
Tertentu Golongan II 
yang ditunjuk Rp 1.050.000 Rp 10.500 Rp 21.000 Rp 42.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 Rp 1.050.000 

I 
sebagai Kepala 
Ruangan/Kepala 
Instalasi pada RSUD 

PEJABAT 
m FUJIGSIONAL 

UIIUJII 

1. Pejabat Fungsional 
Rp 1.150.000 Umum Golongan IV Rp 11.500 Rp 23.000 Rp 46.000 Rp 1.150.000 Rp 1. 150.000 Rp 1. 150.000 Rp 1. 150.000 

2. Pejabat Fungsional 
Rp 950.000 Rp 9.500 Rp 19.000 Rp 38.000 Rp 950.000 Rp 9 50.000 Rp 950.000 Rp 950.000 Umum Golongan III 

3 . Pejabat Fungsional 
Umum Golongan 11 Rp 800.000 Rp 8.000 Rp 16.000 Rp 32.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 

4. Pejabat Fungsional 
Umum Golongan I Rp 700.000 Rp 7.000 Rp 14.000 Rp 28.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000 



UllflT LAYANAN 
Pl!:NGADAAlf 

IV BARANG/ JASA 
PEIIERilfTAH 
KABUPATEN 
BARITOUTARA 

1. Kepala Unit Layanan 
Rp 7.500.000 Rp 75.000 Rp 150.000 Rp 300.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 PenR:adaan 

2. Sekretaris Unit Rp 5.000.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 200.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Lavanan PenR:adaan 
Anggota Sekretariat 

3. Unit Layanan 
PenR;adaan 

Rp 2.500.000 Rp 25.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 2 .500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 

4 . 
Anggota Kelompok 
Kerja Unit Layanan 
Penll!adaan 

Rp 3.500.000 Rp 35.000 Rp 70.000 Rp 140.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000 

B TAMBAHAN 
Pl!:NGHASILAN 
BERDASARKAII 
KELANGKAAN 
PROFJCSI 

1. 
Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

2. 
Dokter Spesialis 
Kebidanan dan Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 
Kandune:an 

Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30 .000.000 

3. Dokter Spesialis Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000 .000 Anak 

4. Dokter Spesialis Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Bedah 

5. Dokter Spesialis Rp 40.000.000 Rp 400.000 Rp 800.000 Rp 1.600.000 Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 Rp 40 .000.000 Rp 40.000.000 Anestesi 

6. Dokter Spesialis Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp Radiologi 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

7. Dokter Spesialis Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 PatoloJti Klinik 

8. 
Dokter Spesialis 
Bedah Mulut dan Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 
Maksilofasial 

Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

9. Dokter Spesialis 
Syaraf 

Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

10 Dokter Spesialis Rp 30.000.000 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Jantun2 



11 
Dokter Spesialis 
Telinga Hidu ng dan 
Tem!'uorokan 

Rp 30.000.000 

12 Dokter Spesialis Rp 30.000.000 
Mata 

13 Dokter Spesialis 
Reh abilitasi Medik 

Rp 30 .000.000 

Dokter Spesialis 
Rp 30.000 .000 14 yang diperlukan 

pemerintah daerah 
Dokter Umum dan 

15 
Dokter Gigi 
Penugasan khusus Rp 7.500.000 

Residen Senior 
Pasca JenjanM: I 

16 Dokter umum dan 
Dokter gigi 

Rp 5.000.000 

17 Dokter Hewan Rp 5.000.000 

18 Penata Anestesiologi Rp 2.000.000 

Pembantu Penata Rp 1.250.000 
19 Anestesiologi 

I 

• 
SAG.PELAYANANPENGADAAN 

tSETDA 
j / 
,,/ 

; ASISTEN PEREKONOMIAN 
~ 9AtlPEIIBANGUNAN 

I • 

J<ABAG 
, 

' .. 
KASUBBAG , 

··························-····· I 

t PELAK~~-NA .......... I 
<' 

I j ?ENANGGUNG JAWAB , • . 

, KELUAR MASUK BERKAS '. 
I ................................ -.. -

Rp 300.000 Rp 600.000 

Rp 300 .000 Rp 600.000 

Rp 300.000 Rp 600.000 

Rp 300.000 Rp 600.000 

Rp 75.000 Rp 150.000 

Rp 50.000 Rp 100.000 

Rp 50.000 Rp 100.000 

Rp 20.000 Rp 40.000 

Rp 12.500 Rp 25.000 

BAGIAN HUKUf. 
I 

iSEKDA 
~ I ~ 
· :.s,STEN PEMERINTAHAN 
:>~NKESRA 

I K..4131\G HIJKUM 
! 

1KASUSBAG 
I 

KONSEPTOR 

( ... .. ..... ... ) 
) ~[NANGGUNGJAWAB 
ISERKAS 
;~ . . . .. . .. . 
: .i::LAKSANA/PEHGETIK 

_·, :.· . . · ·· · · ··· ·> 

Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30 .000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30 .000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

Rp 1.200.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 

Rp 300.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 

Rp 200.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 

Rp 200.000 Rp 5.000.000 Rp 5 .000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 

Rp 80.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 

Rp 50 .000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 
; 

: 

BUPATI BARITO UT.ARA, 


